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Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan bantuan hibah oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemerintah Provinsi Banten kepada pondok pesantren. Fokus penelitian menganalisis model implementasi kebijakan bantuan hibah yang didasarakan pada isi pesan kebijakan, bentuk pesan kebijakan dan persepsi tentang pemimpin atau reputasi komunikatornya, serta mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung dan merancang model implementasi kebijakan yang efektif.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan model penelitian bersifat deskriptif analitik. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan penelitian sebanyak 17 orang, terdiri dari informan kunci dan pendukung. Teknik analisi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, pengelompokan (verifikasi) dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren belum efektif. Namun dari isi pesan sudah terlaksana baik, tetapi dari bentuk pesan dan persepsi pemimpin belum efektif. Faktor penghambatnya adalah validitas data pondok pesantren yang lemah, lembaga penerima hibah masih multi tafsir, aplikasi e-hibah bansos belum efektif, terbatasanya tenaga tim verifikasi, dan sulitnya komunikasi pemimpin daerah direalisasikan secara administratif. Faktor pendukungnya yaitu adanya data dari Kementrian Agama, animo masyarakat berharap hibah, suport FSPP Provinsi Banten, tersedianya aplikasi e-hibah bansos, dan dukungan eksekutif dan legislatif. Model implementasi yang efektif melalui pendekatan komunikasi non formal. Konsepsi baru temuan penelitiannya yang bisa diterapkan adalah konsep relasi sosial, terdiri dari karakterisitk organisasi masyarakat, ketauladanan kharismatik, komunikasi non formal dan kolaborasi stakeholders partisipatif. Saran yang direkomendasikan kepada Biro Kesra Provinsi Banten adalah dengan menambah jumlah tenaga verifikator. Pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pemberdayaan pondok pesantren dan pentingnya partisipasi masyarakat.















This research examines the implementation of grant program guidelines policy issued by Banten Provincial Government through Public Welfare (Kesra) Bureau of Banten Provincial Government's Regional Secretariat for Islamic boarding schools. The focus of this research is to examine grant program guidelines policy implementation model based on message content, message form, and perception about principal agency or reputation of the communicator, also to examine the inhibiting and supporting factors and to design an effective policy implementation model.
 The method used in this research is qualitative case study approach with a descriptive analytical research model. The data were collected through observation, interviews and documentation. The number of research informants were 17 people, consist of key and supporting informants. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation, grouping (verification) and drawing conclusions. The data validity was conducted by triangulation technique.
The results of this research show that the implementation of grant program guidelines policy for Islamic boarding schools has not been effective. However, in terms of message content has been implemented well, in terms of message form and perception about principal agency have not been effective. The inhibiting factors are weak data validity of the Islamic boarding school, the grant recipient institutions are still misinterpreted, the use of e-grant application has not been effective, limited verification personnel, and communication with regional government principal are difficult to be translated administratively. While the supporting factors are data support from the Ministry of Religion, public interest in expecting grants, support from Banten Province FSPP, presence of e-grant applications, and executive and legislative support. The most effective implementation model is through non-formal communication approach. The new conception of this research findings that can be applied is the concept of social relation, which consist of characteristics of community organizations, charismatic role model, non-formal communication and participatory stakeholder collaboration. This research recommends Banten Provincial Public Welfare Bureau to increase the number of verification personnel, while the regional government needs to issue regulation to facilitate empowerment of Islamic boarding schools and importance of public participation.





Pembangunan yang berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumennya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan negara baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengelolaan keuangan negara salah satunya berkaitan dengan urusan pengelolan bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos). Di tingkat daerah, kebijakan pengelolaan dana hibah dan bansos pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penggunaanya seperti dialokasikan untuk pembangunan keagamaan masyarakat baik sarana mupun prasarana lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.
Pengelolaan hibah dana bansos telah diatur melalui Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Adapun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan dana bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut. Pengelolaan tersebut seperti dilakukan Pemerintah Provinsi Banten yang mengimplementasikannya melalui Peraturan Gubernur Banten (Pergub) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.
Pemerintah Provinsi Banten melaksnakan kebijakan tersebut melalui Biro Kesra Sekertaris Daerah (Setda) Provinsi Banten yang merupakan unit pengelola yang berberwenang memberikan bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi salash satu sasaran yang mendapatkan hibah tersebut. Implementasi kebijakan hibah tersebut diberikan kepada 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Berdasarakan data rekapitulasi jumlah proposal hibah oleh Pondok Pesantren sejak Tahun 2017-2019 sudah terealisasi kepada  3.301 pondok pesantren. Jumlah bantuan hibah uang yang diterima oleh FSPP sebagai repreesntasi lembaga pondok pesantren pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 66.28 miliar (Kesra Provinsi Banten (2019).
Dalam implementasinya kebijakan pemberian hibah kepada pondok pesantren di Provinsi Banten mengalami berbagai kendala. Berdasarakan penelusuran permulaan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya data pondok pesantren masih dipertanyakan validitasnya. Basis data yang dirujuk salah satunya adalah data Emis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten (2018) belum bisa dipakai secara utuh sebagai rujuk data yang final. Data pondok pesantren berkembang dinamis, kondisi tersebut dimungkinkan adannya data yang fiktif. Validitas data belum dimiliki oleh Biro Kesra sebegai pengelola dana hibah. Permasalahnya selanjutnya seperti kurangnya pemahaman dari pengelola pondok pesantren dalam melengkapi administrasi sebagai syarat penerima bantuan hibah. Terbatasanya personil Tim Verifikator dalam melakukan verifikasi berkas proposal hibah sehingga pelaksnaaanya kesulitan dalam pengawasan. Selanjutnya, adanya catatan kelam bahwa permasalahan hibah masuk dalam ranah hukum di Provinsi Banten. Adanya persepsi masyarakat atas sumber daya manusia yang kurang profesional dan lemahnya legitimasi serta kredibelitas pemimpin daerah sebagai pembuat kebijakan dalam pengelolaan hibah. Kondisi tersebut masih dicurigai publik yang harus diberikan layanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat oleh pengelola hibah.
Berdasarkan fenomena permsalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji implementasi kebijakan bantuan hibah Biro Kesra Setda Provinsi Banten kepada pondok pesantren. (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pemicu/pendukung dalam implementasi kebijakan bantuan hibah Biro Kersa Setda Pemerintah Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren. (3) Merancang model implementasi kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan bantuan hibah Biro Kersa Setda Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren.

2.	Kajian Pustaka
Pada kajian pustaka penelitian ini menggunakan teori utama mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Pendalaman teori dilakukan untuk memperkuat, menemukan dan mengetahui hal yang baru dalam penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu administrasi publik, implementasi kebijakan publik dan sampai dengan substansi penelitian yang dilakukan, yaitu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan hibah. Kerangka pemikiran secara teoritis, dalam landasan alur berpikir kajian pustaka terdiri dari grand theory-nya adalah kebijakan publik, middle range theory-nya adalah implementasi kebijakan, dan oprational/applied theory-nya model implementasi kebijakan publik.
Teori Kebijakan Publik menjadi kerangka besar dalam pemahaman masalah penelitian. Kebijakan publik (public policy) merupakan dimensi pertama yang menjadi pokok administrasi publik. Kebijakan Publik menjadi kajian yang penting administrasi publik karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, serta dapat pula dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup prmasalahan yang dihadapi pemerintahan, selain itu dapat pula dipergunakan untuk mengetahui berapa luas dan besarnya organisasi pemerintah (Thoha, 2008:51). Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan merupakan kebijakan publik (Thomas R. Dye (1995:1). Selain itu, kebijakan publik merupakan sebagai otortitas yang hanya dimiliki oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan (Davide Easton, 1965:212).
Untuk memahami kerangka teori yang besar di atas mengnai kebijakan publik, maka dibutuhkan kerangka pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan penelitian. Dengan demikian middle range theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi Kebijakan yang akan memandu pemahaman permsalahan penelitian. Implementasi merupakan suatu proses general dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program (Grindle, 1980: 7). Implementasi juga menekankan pada suatu tindakan, baik  yang dilakukan oleh maupun individu atau kelompokyang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Van Mater dan Van Horn, 1975: 447).
Dalam penelitian ini oprational/applied theory-nya adalah model implementasi kebijakan sebagai kerangka analisis dalam menganalisis implementasi. Goggin, et.al (1990:32) mislanya berpendapat bahwa keberhasilan model implementasi kebijakan dikembangkan dengan metode ilmiah yang disebut dengan metode komunikasi. Dalam implementasi yang disebut model komunikasi dari implementasi kebijakan antar pemerintah yang disebutkan Goggin, et.al (1990: 32) tersebut setidaknya ada tiga hal pokok yang mempengaruhi implementasi. Hal pokok tersebut yaitu isi kebijakan (the content of the policy message ) yang terdiri dari sumber daya, manfaat kebijakan dan keterlibatan publik, format kebijakan (the form of the policy message) yang terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan dan frekuensiserta penerimaan kebijakan, dan reputasi aktor (the reputation of communicators) yaitu legitimasi dan kredibilitas aktor-aktorpemerintah daerah. Adapun kumpulan faktor yang terkait dengan pesan-pesan implementasi kebijakan publik yang harus dipertimbangkan secara rinci menurut Goggin, et.al (1990:74) adalah  (1) the content of the policy message, (2) the form of the policy message itself (some aspects of content and form seem important), dan (2) the reputation of the communicators (that is, the national polcymakers) among the implementors at other levels of government. Tiga hal penting dalam model implementasi kebijakan menurut Goggin, et.al (1990:74) tersebut yakni: 1) isi pesan, 2) bentuk pesan, 3) persepsi mengenai pimpinan atau reputasi komunikator. Dengan demikian berdasarakan tori model implementasi kebijakan menurut Goggin, et.al tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari isi pesan kebijakan. Kemudian implementasi dapat dilihat dari bentuk pesan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan juga bisa dilihat dari reputasi komunikator (yaitu, pembuat kebijakan nasional) di antara pelaksana di tingkat pemerintahan lainnya (hingga di tingkat daerah).
Penelitian ini membangun kerangka pemikiran (frame work of thinking), yaitu logis dalam memudahkan memahami alur penelitian yang dapat disusun secara sistematis. Penelitian disasarakan dari fenomena permasalahan dari pelaksanaan keputusan politik, dalam bentuk peraturan perundangan maupun program kegiatan dengan melibatkan tidak hanya aparat pelaksana sampai pada tingkat street level bureaucracy. Akan tetapi implementasi kebijakan juga melibatkan masyarakat, kegiatan mana menciptakan peluang bagi masyarakat  melibatkan dirinya dalam mengakses kepentingannya dan tercapainya kepentingan dalam pengambil kebijakan.
Implementasi merupakan sebuah proses yang general dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program, “implementation a general process of administrative action that can be investigated at a specific program level” (Grindle, 1980: 7). Model implementasi Grindle tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh: “Isi kebijakan dan kontek implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.
Implementasi kebijakan juga menekankan pada suatu tindakan, baik  yang dilakukan oleh maupun individu atau kelompokyang diarahkan untuk  mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu sejalan dengan konsep implementasi Van Mater dan Van Horn (1975: 447), model implementasi ini menawarkan enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Variabel-variabel tersebut seperti (1) ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) sumber-sumber kebijaksanaan, (3) karakteristik dan agen pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana, dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Padangan yang tidak jauh juga disamapikan Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, 2005: 95), menurutnya analisis implementasi kebijakan juga merupakan bagaimana mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Tiga kategori variabel tersebut yaitu: varibel independen, variabel interventing, dan variabel dependen. Model tersebut menyiratkan sebuah pengakuan bahwa meskipun formulasi kebijakan sejak awalnya telah dirumuskan melalui proses bargaining position and power, pertarungan atau konflik kepentingan maupun persuasi, tidak berarti para aktor kebijakan menghentikan intervensinya ketika kebijakan mulai diimplementasikan.
Dalam proses kebijakan publik yang terpenting adalah melaksanakan impelemntasi kebijakannya. Proses implementasi kebijakan merupakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah (Goggin, et.al (1990: 74). Dimana ia mensyaratkan 3 (tiga) hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni: 1) isi pesan, 2) bentuk pesan, 3) persepsi mengenai pimpinan.
Hampir senada dengan padangan Goggin, et.al, pendapat Edward III, 1980:295) juga membahas salah satunya faktor komunikasi sebagai syarat agar implementasi kebijakan berjalan efektif, “The first requirement for effective implementation is that those responsible for carrying out a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement a policy must be delivered to the appropriate, and ther must be consistent, clear, and accurate in specifyingt the aims of the decisionmakers”. Dengan demikian, faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting yang tidak hanya bagi para implementor, tetapi bagi policy maker. Karena bagaimanapun juga implementasi yang efektif, para policy maker dalam meminta para pelaksana (implementers) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas (Edward III, 1980:17).
Berdasarakan konsepsi teori model implementasi di atas, peneliti beranggapan bahwa yang paling cocok dengan karakteristik kajian penelitian peneliti adalah model implementasi Goggin, et.al (1990: 74). Goggin, et.al ini memberikan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dikembangkan dengan metode ilmiah yang mereka sebut dengan metode komunikasi. Metode tersebut merupakan metode implementasi kebijakan yang mengemukakan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
Proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Cara berpikir tersebut memberikan pendekatan yang berguna untuk memahami bagaimana dan mengapa kebijakan federal dapat memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap proses implementasi (Goggin, et.al (1990:32). Model implementasi kebijakan menurut Goggin, et.al (1990:74) menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan tiga hal, yakni : 1. Isi pesan kebijakan (the content of the policy message), 2. Bentuk pesan kebijakan (the form of the policy message itself), serta 3) Persepsi tentang pimpinan atau reputasi komunikator ((the reputation of the communicators).
Berdasarakan rujukan teori tersebut dia atas, teori-teori tersebut memiliki kecocokan dengan fenomena permasalahan-permasalahan dengan model implementasi kebijakan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten (studi pengelolaan hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada pondok pesantren). Dengan menggunakan pendekatan teori-teori di atas sebagai pisau analisis utama, penelitian ini diharapkan menemukan model implementasi kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan bantuan hibah Biro Kersa Setda Pemerintah Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren. Berangkat dari hal itu, maka konsepsi kerankga pemikiran penelitian tergambar pada gambar 1.1 sebgai berikut :




























Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan model penelitian bersifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif ini menfokuskan pada sebuah peristiwa berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Menurut Brannen (1997:117), pendekatan kualitatif mengungkap makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Burrell dan Morgan (1979:3) mengungkapkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan interpretif, yaitu penafsiran perilaku individu berdasarkan unsur “subyektifitas” obyek yang diamati. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan proses dan penjelasan makna dari fenomena tentang pengelolaan implementasi kebijakan bantuan dana hibah oleh Biro Kesra Setda Provinsi Banten kepada pondok pesantren. Studi kasus dalam penelitian kualitatif ini ditujukan untuk mempelajari secara mendalam keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi terhadap lingkungannya dari suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas, atau masyarakat dalam hal ini berkiatan dengan fokus penelitian.
Menurut Mudjia Rahardjo (2017: 15-20) ada dua belas langkah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian kualitatif studi kasus. Hal tersebut menjadi langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahapan tersebut terdiri dari (1) pemilihan tema, topik dan kasus, (2) pembacaan literatur, (3) perumusan fokus dan masalah penelitian, (4) pengumpulan data, (5) penyempurnaan data, (6) pengolahan data, (7) analisis data, (8) proses  analisis  data, (9) dialog teoretik, (10) triangulasi  temuan  (konfirmabilitas), (11) simpulan hasil penelitian, dan (12) laporan penelitian. Adapaun pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan penelitian sebanyak 17 orang, terdiri dari informan kunci yaitu Biro Kesra Provinsi Banten, Forum Silaturohmi Pondok Pesantren(FSPP) Provinsi Banten, Lembaga Pondok Pesantren. Untuk informan pendukung terdiri dari Inspektorat Provinsi Banten, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, DPKAD Provinsi Banten, Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Teknik analisi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, pengelompokan (verifikasi) dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

4.	Pembahasan Hasil Penelitian
4.1	Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah
Kebijakan pengaturan bantuan dana hibah kepada pondok pesantren oleh Biro Kesra Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018 didasaakan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 49  Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Untuk pemberian hibah di tahun 2020 didasarakan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor  10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Selain itu, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Model implementasi kebijakan bantuan hibah oleh Biro Kesra Pemerintah Provinsi Banten kepada pondok pesantren, akan dianalisis model implementasi kebijakannya berdasarakan teori Goggin, et.al (1990:74). Menurutnya, secara implisit bahwa implementasi kebijakan mensyaratkan 3 (tiga) hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni: 1) isi pesan kebijakan, 2) bentuk pesan kebijakan, 3) persepsi mengenai pimpinan/reputasi komunikator.

4.1.1	Isi Pesan
Menurut Goggin, et.al (1990 : 74), bahwa model implementasi kebijakan salah satunya dilihat berdasarkan “Isi Pesan” bahwa isi pesan dari implementasi kebijakan hibah pada pondok pesantren oleh Biro Kesra Setda Provinsi Banten dalam bidang keagamaan, maka indikator yang dilihat berdasarakan kejelasan kebijakannya, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, dan konsistensi kebijakan.  Pada dimensi isi pesan ini dianalisis dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren sudah tersusun dengan baik. Namun, pada indikator konsistensi kebijakan pengaturannya selalu berubah-ubah karena menyesuaikan degan pemerintah pusat.
Untuk indikator kejelasan kebijakan, bahwa kebijakan hibah sudah secara tegas dan rinci mengatur mekanisme hibah, dimana tujuan hibah kepada pondok pesantren adalah untuk mewujudkan visi Gubenrur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017-2022. Dimana salah satu visi nya untuk mewujudkan masyarakat Banten yang berahlakul karimah. Bantuan hibah kepada pondok pesantren pada tahun 2018 didasarakan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten. Selain itu juga mendasarakan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017-2022. Salah satu visinya yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Kejelasan kebijakan tersebut seperti disampaikan Kepala Bagian Sosial dan Agama Biro Kesra Pemerintah Provinsi Banten yang juga sebagai Tim Verifikasi Bantuan Hibah kepada Pondok Pesantren.
Indikator konsistensi kebijakan bahwa implementasinya kebijakan bantuan dana hibah kepada pondok pensantren selalu berubah-ubah. Hal tersebut disebabkan menyesuaikan dengan regulasi di atasnya yaitu menyesuaikan dengan aturan Permendagri. Berdasarakn data  Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, sejak program hibah digulirkan di Provinsi Banten sejak tahun 2002 hingga 2019, regulasi hibah selalu berubah-ubah, setidaknya sudah 10 kali dilakukan perubahan. Perubahan memang tidak secara substansi namun semacam administrarif saja. Meski demikan judul aturan disatukan dengan bansos, jadi tidak hanya hibah tersendiri
Implementasi kebijakan bantuan dana hibah untuk pondok pesantren, berdasarakan kredibelitas pesan sebagai sebuah solusi, bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi untuk pemberdayaan pembangunan pondok pesantren di Banten. Namun, masih adanya kendala dalam hal kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, karena bidang keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Agama. Agar tidak melewati batas kewenangan dengan pemerintah pusat, maka Biro Kesra Provinsi Banten meminta rekomendari data pondok pesantren melalui data EMIS (Education Management Information System Pendidikan Agama Islam) dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Selain itu juga, data yang didapatkan dari data yang diberikan oleh FSPP. Namun pada akhirnya pemerintah merujuk data kepada data EMIS sebagai data yang didapatkan dari lembaga yang berwenang.
Kebijakan pemberian bantuan hibah kepada pondok pesantren oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Kesra mampu mendorong peningkatan jumlah pondok pesantren di Banten dari tahun ke tahun. Ada fenomena kesadaran pondok pesantren untuk mendaftar dan mengurus izin oprasional (Ijop) kepada Kemenag yang cukup signifikan, dan hal tersebut bisa semakin meningkat di tahun selanjutnya. Adanya dorongan stimulus bantuan dan pengakuan dari pemerintah terhadap pondok pesantren. Namun  di sisi lain ada kelemahan pondok pesantren yang masih banyak yang belum terdaftar di Kemenag, karena belum berani mengurusi hal-hal yang terkait dengan administrasi maupun birokrasi,  terutama pada pondok pesantren Salafi, hal ini perlu dorong untuk mendaftar dan mengurus administrasi di Kemenag agar pada tahun-tahun berikutnya mendapatkan bantuan pemberdayaan (hibah). Kondisi positifnya program hibah tersebut peningkatannya hingga mencapai berlipat-lipat dan tumbuhnya pondok pesantren di Banten.
Perkembangan data Pondok Pesantren di Provinsi Banten berdasarakan data EMIS (Education Management Information System) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten  (2018), bahwa data  secara eksisting Emis mencatat. Pada tahun 2016 jumlah Pondok Pesantren di Provinsi Banten berjumlah sebanyak 3.267 ponpes. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi dilapangan dihasilkan  jumlahnya mencapai 3.122 ponpes. Berselang 4 (empat)  tahun  pada 2020 saat ini  jumlah pondok pesantren melonjak naik mencapai 4.975 unit ponpes. Artinya ada penambahan. sekitar 1.853 pondok pesantren, berikut detail data pondok pesantren yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Kejelasan kebijakan dari pemberian dana hibah kepada pondok pesantren dirasakan bermanfaat oleh lembaga pondok pesantren untuk  membantu operasional dan pembangunan untuk pengembangan pondok pesantren dengan bantuan hibah kepada pondok pesantren pada tahun 2018 sebesar 20 juta (rupiah). Untuk bantuan hibah pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 30 juta rupiah untuk setiap pondok pesantren, manfaat tersebut seperti dari beberapa hasil observasi penelitian, bahwa beberapa bangunan hasil bantuan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan pondok pesantren. Dengan demikian, isi pesan kebijakan pada indikator kredibelitas pesan sebagai sebuah solusi, bahwa kebijakan hibah sudah memberikan manfaat bagi pembangunan pondok pesantren. Kondisi tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pondok pesantren yang berkembang di Banten, menunjukan adanya geliat pembangunan pondok pesantren yang berkembang di masyarakat. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan jumlah pondok pesantren di Banten dari tahun ke tahun. Kesadaran pondok pesantren untuk mendaftar dan mengurus izin oprasional (Ijop) kepada Kemenag yang cukup signifikan terus semakin meningkat. Bantuan dana hibah tersebut mondorng stimulus oprasional dan pengakuan dari pemerintah terhadap pondok pesantren.

4.1.1	Bentuk Pesan
Implementasi kebijakan bantuan hibah oleh Biro Kesra Setda Pemerintah Provinsi kepada pondok pesantren menurut Goggin, et.al (1990:74), dapat dianalisis dari dimensi “bentuk pesan” kebijakan. Indikator yang dilihatnya yaitu efisiensi kebijakannya, partisipasi masyarakat, frekwensi pengulangan pesan, tipe kebijakan, dan penerima kebijakan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi bentuk pesan implementasi kebijakan dinilai belum efektif. Hal itu disebabkan karena tidak ada perencanaan dan partisipasi masyarakat dan frekwensi pengulangan pesan tidak berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi. Indikator efisiensi kebijakannya misalanya terungkap tidak ada perencanaan efesiensi. Efesiensi terungkap hanya satu persen dari jumlah dana hibah yang digulirkan. Dimana efesiensi terjadi dengan adanya pondok pesantren yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Selain itu, adanya pondok pesantren yang menolah diberikannya bantuan hibah, sehingga dana bantuan hibah dikembalikan kepada kas daerah oleh FSPP Provinsi Banten.
Indikator efesiesni kebijakan dalam implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren oleh Biro Kesra Provinsi Banten tidak terdapat efesiensi. Hanya saja efesiensi terjadi ketika dalam proses pelaksanaanya banyak pondok pesantren yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah, sehingga hibah tidak diberikan dan hibah dikembalikan dananya kepada kas daerah. Dalam proses pengajuan dana hibah pada tahun 2018, Biro Kesra tidak melakukan efesiensi dari jumlah pengajuan bantuan uang yang diterima oleh FSPP sebesar Rp 66.28 miliar yang diperuntukan untuk kegiatan oprasional FSPP serta untuk bantuan pemberdayaan pondok pesantren Se-Provinsi Banten.
Pada indikator partisipasi masyarakat dan frekwensi pengulangan pesan, bahwa untuk sosialisasi hanya dilakukan satu kali oleh Biro Kesra Provinsi Banten pada saat penandatangan NPHD. Sosialisasi dilakukan hanya satu kali, karena adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan memverifikasi. Selebihnya dilakukan pendampingan oleh pengurus FSPP kepada pondok pesantren untuk membantu proses adaministrasi baik dalam menyusun laporan pengajuan hibah dan menyiapkan pessyaratan yang dibutuhkan serta pada saat proses pelaporan pertangungjawaban. FSPP Provinsi Banten dalam memaksimalkan hal tersebut dengan membentuk Tim TTL (Tim Teknis Lapangan) yang dibentuk untuk mendampingi pondok pesantren di setiap kecamatan di masing-masing wilayah. Dari hasil tersebut para pondok pesantren merasa terbantu dan kendala administrasi bisa diselesaikan, meski adanya keterlambatan pada wilayah atau zona tertentu.
Pada indikator tipe kebijakan dan penerima kebijakan kepada Pondok Pesantren merupakan tipe kebijakan distributif, dimana Pemerintah Provinsi mendistribusikan anggaran APBD dalam bentuk hibah untuk membantu pembangunan dan pengembangan pondok pesantren. upaya tersebut sebagai langkah dalam mewujudkan visi Gubernur Banten yang mengharapkan masyarakat yang berahalakul karimah. Sehingga penerima kebijakan yaitu pondok psantren dipandang tepat dan cocok untuk mewujudkan visi tersebut dan masuk pada bidang keagamaan.

4.1.2	Persepsi Mengenai Pemimpin/Reputasi Komunikatornya
Dimensi yang ketiga menurut Goggin, et.al (1990:74) dalam model implementasi kebijakan yaitu “persepsi tentang pemimpin/reputasi komunikatornya”. Dimensi ini membagi pada tiga indikator, yaitu sumber daya, legitimasi pimpinan daerah sebagai pembuat kebijakan, dan kredibilitas pimpinan. Implementasi kebijakan hibah oleh Biro Kesra Setda Provinsi Banten pada pondok pesantren dari dimensi belum terimplementasikan dengan efektif.
Hasil penelitian menujukan bahwa indikator sumber daya, bahwa pada kondisi ini sumber daya manusia yang masih kurang, dimana Biro Kesra secara jumlah verifikator masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pesantren yang harus diperiksa dan diverifikasi. Sehingga verifikasi administrasi terkendala dan tidak sempat melakukan survey faktual lapangan kepada pondok pesantren yang mengajukan hibah. Kendala SDM juga terjadi pada SKPD penunjang yang membantu proses pencairan dana hibah yaitu pada BPKAD Provinsi Banten, hal yang sama juga mengalami kendala sedikitnya jumlah verifikator dokumen. Adapun pada SDM penerima hibah, yaitu FSPP dan pondok pesantren yaitu masih adanya para kiyai sebagai pengusul bantuan hibah yang masih awam terhadap pengetahuan administrasi dalam pengajuan bantuan sebagai syarat mendapatkan bantuan hibah.
Adapun sumber daya yang sudah tersedia dan kebijakan tersebut bisa direalisasikan bahwa untuk sumber daya finansial pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran hibah pada tahun 2018 sebanyak 66,28 milyar yang didistribusikan kepada 3.122 pondok pesanteen. Dukungan sumber daya kelembagaan juga terbantu dengan adanya Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten, yang mempermudah pemerintah Provinsi Banten dalam mendisrtibusikan bantuan kepada setaip pondok pesantren, sehingga prosesnya terbantu secara cepat sampai kepada pondok pesantren dan dapat dipertangungjawabkan kembali kepada Gubernur melalui Biro Kesra Provinsi Banten.
Untuk indikator legitimasi dan kredibelitas pemimpin dalam hal ini pemimpin sebagai implementor kebijakan bantuan hibah pondok pesantren. Gubernur Banten sebagai representatif pemimpin daerah dipandang oleh penerima hibah yaitu pondok pesantren dan pengurus FSPP Provinsi Banten sebagai kepala daerah yang dipandang positif dalam mendukung pembangunan kepada pondok pesantren. Kebijakan tersebut dinilai menghilangkan sekat dukungan politik para kiyai pada saat moment pemilihan pemimpin politik, karena hampir semua pondok pesantren mendapat bantuan yang sama sebanyak Rp.20 juta rupiah tanpa membedakan pondok pesantren sebagai pendukung politik atau tidak. Adanya persepsi yang terbangun bahwa para kiyai sebagai pengasuh pondok pesantren di Banten merasa dekat dengan kepala daerah karena Gubernur Banten sebagai kepala daerah yang menjadi pemimpin daerah dipadnag tidak terlalu formal dan lebih banyak bekomunikasi non formal dengan para kiyai. Sehingga pertukaran ide dan gagasan denagan para kiyai melalui lembaga Forum FSPP dalam menyampaikan aspirasi bisa cepat disampaikan dan dikomunikasikan oleh para kyai kepada kepala daerah.
Kepala daerah dan perangkatnya yaitu Biro Kesra Provinsi Banten dipandang sudah baik dalam memberikan kebijakan bantuan dana hibah kepada pondok pesantren dan mendapat dukungan dari semua stakeholders. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan program hibah, dihadapkan pada realitas pemahaman bahwa dana hibah tersebut seperti memberikan infak atau bantuan amal jariah biasa yang dipahami oleh sebagain besar pondok pesantren. Sehingga pertanggungjawaban administratif dipandang merepotkan para kiyai terutama oleh kebanyakan Pondok Pesantren Salafi. Bahkan para kiyai berharap bantuan hibah menginginkan diberikan kepada pondok pesantren setiap tahun seperti halnya bantuan oprasional sekolah (BOS). Sehingga memberikan usul agar ada pengaturan kebijakan sehingga pondok pesntren bisa dibantu operasionalnya secara berkelanjutan. Persepsi pondok pesantren terhadap Gubernur sebagai kepala pemerintah di daerah juga merasa tidak ada tekanan politik dan kepentingan politik tertentu.

4.2	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Hibah
4.2.1	Faktor Penghambat
Dalam pelaknsanaan pemberian hibah oleh Biro Kesra Provinsi Banten kepada pondok pesantren pada Tahun 2018 dalam implementasinya mengalami beberapa kendala, baik dari dimensi isi pesan kebijakan, bentuk pesan kebijakan, dan persepsi tentang pemimpin atau reputasi komunikator dari pelaknsana atau pembuat kebijakan. Pertama, berdasarakan isi pesan kebijakan, dalam hal kejelasan kebijakan misalnya, diketahui bahwa pengaturan mengenai pemberian dana hibah kepada pondok pesantren tidak secara rinci mencantumkan nomen klatur yang menyebutkan Pondok Pesnatren sebagai salah satu penerima hibah, tetapi hanya menyebtukan kategori badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Fenomena yang terjadi pada kelembagaan pondok pesantren di Provinsi Banten masih banyak yang tidak memiliki badan hukum, sehingga hal ini menyulitkan pondok pesantren dalam proses pengajuan bantuan hibah kepada Gubernur melalui Biro Kesra Provinsi Banten.
Hambatan implementasi kebijakan hibah dilihat dari kredibilitas pesan kebijakan sebagai sebuah solusi. Bantuan dan hibah untuk pondok pesantren di satu sisi kebijakan tersebut merupakan solusi untuk pemberdayaan pembangunan pondok pesantren di Banten. Akan tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah terbatas dengan kewenaangan yang dimiliki. Hal tersebut, karena bidang keagamaan merupakan wewenang yang menjadi ranah pemerintah pusat, melalui Kementerian Agama. Sehingga pemberdayaan bidang agama dalam hal ini pondok pesantren dilakukan oleh pemerintah pusat secara vertikal. Sehiingga pengaturan pemberdayaan bidang keagamaan menjadi terbatas untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk mengatasi hambatan kewenangan atas pemberdayaan pondok pesantren yang masuk dalam wilayah bidang keagamaan yang menjadi domain kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Kesra melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten. Hal tersbut dilakukan agar tidak melewati batas kewenangan dengan pemerintah pusat, maka Biro Kesra Provinsi Banten meminta rekomendari data pondok pesantren melalui data EMIS (Education Management Information System Pendidikan Agama Islam) dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Selain itu juga, data yang didapatkan dari data yang diberikan oleh FSPP sebagai pembanding. Namun dari kedua sumber data tersebut Biro Kesra melakukan identifkiasi menemukan beberapa data yang diduga kurang valid atau masih ditemukan data pondok pesantren yang diduga fiktif serta ada beberapa pondok pesantren tidak aktif beroprasi.
Hambatan di atas  menjadi kendala dalam menentukan jumlah pesantren yang akan dijadikan estimasi dalam perencanaan pemberian hibah kepada pondok pesantren. Namun, untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan kewenanganan pemberdayaan pondok pesantren, Pemerintah Daerah melalui Biro Kesra Provinsi Banten menentukan basis data yang bersuber dari data EMIS Kementrian Agama, sebagai data yang didapatkan dari lembaga yang dipandang berwenang dalam urusan tersebut. Artinya dengan permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Banten masih terkendala dalam menentukan basis data dalam menentukan penerima bantuan hibah untuk pondok pesantren di Provinsi Banten.
Kendal selanjutnya adalah berkenaan dengan kelengkapan adminsitrasi bagi pondok pesantren sebagai syarat mengajukan bantuan hibah masih banyak yang kekurangan dan kesulitan dalam melngkapi syarat administrasi. Hal tersebut kurangnya kesadaran pondok pesantren untuk mendaftar dan mengurus izin oprasional (Ijop) kepada Kemenag serta legalitas badan huukum agar terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM.  Kondisi tersebut banyak terjadi pada jenis pondok pesantren Salafi.
Hambatan pada kredibilitas pesan kebijakan pada pelaksnaan bantuan hibah pada tahun 2018, dimana ada dua lembaga penerima hibah yang menimbulkan interpretasi berbeda-beda. Dimana bantuan hibah diberikan kepada pondok pesantren melalui lembaga kemasyarakat (ormas) yaitu melalui FSPP (Forum Silaturahim Pondok Pesantren) Provinsi Banten dan FSPP menyalurkan bantuan hibah kepada pesantren yang menjadi anggota FSPP. Pola pemberina hibah yang diberikan pada tahun 2018 diberikan melalui forum (FSPP), jadi hibah yang diberikan tidak langsung kepada pondok pesantren tetapi kepada FSPP. Meski dalam penyalurannya diberikan kepada pondok pesantren. Jadi hibah yang diberikan secara kelembagaan yang bertangungjawab sebagai penerima hibah adalah FSPP. Berkenaan dengan program hibah tersebut, FSPP memiliki program yang memiliki kesamaan dengan program pemerintah daerah yaitu program pemberdayaan pondok pesantren.
Hambatan juga berkenaan dengan penggunaan aplikasi e-hibah bansos oleh Biro Kesra Provinsi Banten kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi e-hibah bansos Provinsi Banten. Keterbatasan Biro Kesra dalam mengadakan sosialisasi dan hanya satu kali pada saat aplikasi tersebut digunakan untuk pelayanan pemberian hibah dan bansos. Sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh mencakup semua kalangan baik masyarakat, khususnya lembaga pondok pesantren. Dalam pelaksnaanya masih ditemukan beberapa pondok pesantren yang belum mengerti dan memahami penggunaan aplikasi e-hibah bansos tersebut.
Kedua, berdasarakan bentuk pesan kebijakan, hambatan partisipasi masyarakat dan frekwensi pengulangan pesan kebijakan, yaitu berkaitan dengan hambatan dalam sosialisasi. Adanya keterbatasan dalam sosialisasi, dimana sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada saat penandatangan NPHD saja. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman pondok pesantren dalam mengajukan permohonan bantuan hibah dan pengurusan administrasi pertanggungjawaban penerimaan dana hibah kurang memahami dengan baik. Sosialisasi yang terbatas tersebut disebabkan kurangnya dukungan anggaran kepada Biro Kesra untuk kepentingan sosialisasi tersebut.
Ketiga, hambatan implementasi bantuan hibah pada dimensi persepsi tentang pemimpin atau reputasi komunikator implementor kebijakan. Dalam hal ini berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia terutama SDM yang menjadi tim verifikasi dalam proses penyaluran banruan hibah kepada pondok pesantren. Baik dari proses verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual dan verifikasi pertangungjawaban penggunaan dana hibah oleh pondok pesantren yang mendapatkan hibah. Selai itu, tidak adanya tenaga pendamping dalam proses penyaluran dana hibah. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasa menjadi lemah dan verifikasi dilakukan kurang maksimal.
Dari kondisi ini sumber daya manusaia menjadi kendala dalam implementasi kebijakan bantuan hibah,  salah satunya jumlah verifikator masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pesantren yang harus diperiksa dan diverifikasi. Sehingga verifikasi administrasi terkendala dan tidak sempat melakukan survey faktual lapangan kepada pondok pesantren yang mengajukan. Kendala SDM juga terjadi pada SKPD penunjang yang membantu proses pencairan dana hibah yaitu pada BPKAD Provinsi Banten, hal yang sama juga mengalami kendala jumlah verifikator dokumen. Hambatan SDM ini menjadi kelemahan pada penerima hibah, yaitu FSPP dan pondok pesantren. hal ini masih banyaknya para kiyai sebagai pengusul bantuan hibah yang masih awam ter hadap pengetahuan administrasi dalam pengajuan bantuan sebagai syarat mendapatkan bantuan hibah.
Berdasarakan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam implementasi bantuan hibah oleh Biro Kesra Provinsi Banten kepada pondok pesantren pada Tahun 2018 mengalami beberapa kendala, diantaranya dari dimensi Isi pesan kebijakan, dimana implementor mengalami kendala dalam menerjemahkan  kewenanganan mengenai pemberdayaan bidang keagamaan kepada pondok pesantren. Bidang keagamaan merupakan wewenang yang menjadi ranah pemerintah pusat, melalui Kementerian Agama. Sehingga pengaturan pemberdayaan bidang keagamaan menjadi terbatas untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya masih lemahnya validitas sumber data pondok pesantren, sehingga masih ditemukan data pondok pesantren yang diduga fiktif serta ada beberapa pondok pesantren tidak aktif beroprasi.
Hambatan pada kredibilitas pesan kebijakan,dimana ada dua lembaga penerima hibah yang menimbulkan interpretasi berbeda-beda, dimana FSPP Provinsi Banten menyalurkan bantuan hibah kepada pesantren yang menjadi anggotanya, hal ini menimbulkan kecurigaan pada masyarakat adanya penyaluran hibah disalahgunakan. Hambatan selanjutnya dalam hal penggunaan aplikasi e-hibah bansos oleh Biro Kesra minim disosialisasikan, sehinagga ada beberapa pondok pesantren yang belum mengerti dan memahami penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu juga kuragnya anggaran sosialisasi peryaratan dan tata cara pengajuan hibah kepada masyarakat. Hambatan selanjutnya dalam hal kurangnya sumber daya manusia terutama SDM yang menjadi tim verifikasi dalam proses penyaluran bantuan hibah kepada pondok pesantren.
Hambatan dalam komunikasi pemimpin pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Banten yang banyak melakukan komunikasi informal dengan para kiyai atau para pengurus pondok pesantren tidak mampuh diterjemahkan secara administratif oleh Biro Kesra sebagai OPD pelaksna dalam pembangunan keagamaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam merealisasikan kebijakan gubernur yang secara lisan disampian kepada para kiyai, dan hal tersebut tidak semudah menyesuikan dengan alur birokrasi yang harus ditempuh oleh Biro Kesra dalam melayani bantuan dana hibah kepada pondok Pesantren.

4.1.1	Faktor Pendukung
Dukungan regulasi menjadi dukungan penting dalam implementasi pemberian dana hibah kepada pondok pesantren baik itu Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peremndagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu juga regulasi turunannya berupa Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten. Hal tersebut mendukung isi pesan kebijakan menjadi lebih terlihat sesuai aturannya.
Dukungan data pondok pesantren dari EMIS (Education Management Information System Pendidikan Agama Islam) dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten dan data dari FSPP Provinsi Banten sebenarnya menjadi pendukung terimplementasikan kebijakan dalam memberdayakan pondok pesantren tersebut di Provinsi Banten. Meski dalam data tersebut masih ada kelemahan dalam validitasnya, namun paling tindak menjadi acuan bagi Biro Kesra dalam merencanakan program pembangunan keagamaan di Provinsi Banten khusunya dalam pemberdayaan pondok pesantren.
Adanya dorongan animo masyarakat dalam hal ini pondok pesantren yang di daamnya para kiyai dan ulama mendorong agar Pemerintah Daerah memperhatikan pembangunan keagamaan tersebut melalui pemberdayaan pondok cukup besar. Komunikasi dan pertemuan-pertemuan antara kepala daerah dan para kiyai kerap dilakukan sebagai bagian momentum silaturohmi dan medum penyaluran aspirasi kepada pemimpin daerah. Perkembangan pondok pesantren di Banten terus benrtmabah dan meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukan motivasi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan keagamaan cukup besar. Dengan adanya bantuan dana hibah tersebut para kiyai merasa adanya perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan pondok pesantren berharap bantuan hibah tersebut bisa dilakukan di setiap tahun, seperti halnya bentuknya bantuan operasional (BOS) pondok pesantren.
Pemberian hibah pada tahun 2018 itu dirasakan manfaatnya oleh pondok pesantren, lembaga FSPP Provinsi Banten dipandang membantu proses pengjuan dan pengurusan laporan pertangungjawaban penggunaan bantuan hibah yang dimanfaatkan oleh pondok pesantren. Selain itu, proses sosialisasi juga terbantu dengan adanya FSPP yang menjadi mitra dalam penyaluran hibah pondok pesantren oleh Biro Kesra Provinsi Banten.
Dukungan dalam transparansi penyaluran dana hibah pondok pesantren tersebut sudah ditunjukan dengan adanya aplikasi e-hibah bansos, yang menampilkan lembaga-lembaga pengaju dan penerima hibah serta progres laporannya. Transparansi dalam bentuk penyampaian informasi yang ditampilkan di website tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar para pondok pesantren tidak merasa kebingungan serta khawatir akan bantuannya yang belum cair atau terealisasi.
Dukungan dari stakeholders dalam hal ini baik DPRD Banten sebagai lembaga legislatif dan eksekutif yaitu Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten memberikan dukungan atas diselenggarakannya program penyaluran bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, dibuktikan dengan persetujuan dalam dukungan anggaran pada APBD Provinsi Banten. Dukungan yang lainnya juga diberikan bai dari Kantor Kemenag Provinsi Banten dan dukungan dari pengawas internal Pemerintah Provinsi Banten yaitu Inspektorat Provinsi Banten.
Mengacu pada urian di atas dalam hal hambatan dan dukungan dalam implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesanttren. Dapat dianalisi bahwa menurut teori Goggin, et.al (1990: 31-40), bahwa variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau subtansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini angaran yang dikeluarkan pemerintah daerah cukup besar pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp 66.28 miliar yang didistribusikan kepada 3.122 pondok pesantren dengan alokasi Rp. 20 juta per pondok pesantren. Kemudian, pada Tahun 2020 sebesar 117,78 Milyar untuk 3.926 pondok pesantren dengan nominal Rp. 30 juta untuk setiap pondok pesantren. Artinya kebijakan hibah tersebut cukup serius dilakukan dan tekannya cukup kuat bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.
Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubunganantarapelaksanadengan struktur birokrasi yang ada, dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat. Pada varibel ini lah kapasitas pemerintah daerah dalam hal ini Biro Kesra sebagai OPD pelaksna kebijakan tersebut belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga masih ditemukan hambatan atau kendala dalam mengimplemntasikan kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren.

4.2	Model Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah yang Efektif oleh Biro Kersa Setda Pemerintah Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren
Bantuan dana hibah yang disalurkan kepada pondok pesanatren di Provinsi Banten oleh Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018, merupakan kebijakannya sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur di tingkat daerah. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan bantuan hibah berupa uang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) yaitu kepada FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) Provinsi Banten. Sebagai pihak penerima manfaat kebijakan hibah, maka FSPP menyalurkan dana hibah kepada anggota binaannya yaitu sebanyak 3122 Pondok Pesantren yang tersebar di Provinsi Banten. Sebagai landasan hukum dalam implementasi kebijakan hibah tersebut mendasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten. Selain itu juga mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Model implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Goggin, et.al (1990), mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan”. Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Berdasarakan analisis di atas, bahwa implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren oleh Biro Kesra Provinsi Banten, ditemukan alternatif model komunikasi non formal dalam implementasi kebijakan. Dimana komunikasi non formal kepala daerah sebagai pembuat kebijakan pelu diimbangi dengan penerjemah komunikasi kepala daerah dalam menerjemahkan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini para kiyai yang menjadi pengasuh pondok pesantren. perlunya penerjemah komuniasi sebagai kebijakan kepala daerah, agar pesan kepala daerah tidak mengalami penyimpangan pesan kebijakan, sehingga dimaknai salah oleh penerima kebijakan.
Faktor komunikasi pada tataran implementasi kebijakan bantuan dana hibah kepada pondok pesantren oleh Biro Kesra Provinsi Banten, berkaitan dengan konsep komunikasi organisasi dan komunikasi sosial yang harus efektif guna mencapai sasaran kebijakan. Faktor komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan tersebut, karena meskipun kebijakan yang dihasilkan telah memiliki kualitas yang baik dan bertujuan untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat, namun apabila para implementor tidak memiliki pemahaman yang jelas, lengkap dan luas tentang makna dan tujuan kebijakan, maka tentu mereka akan menyampaikannya dengan samar-samar, sempit dan terbatas. Sehingga akibatnya dimungkinan terjadinya sikap apriori, bahkan terjadi penolakan kebijakan dari kelompok sasaran. Untuk itu, komunikasi non formal yang dipakai oleh pembuat kebijakan harus diterjemahkan secara rinci dan jelas oleh perangkat birokrasi sehingga perlu intensitas sosialisasi yang baik agar pesan kebijakan dapat dipahami oleh sasaran kebijakan.
Berdasarakan temuan penelitian dapat dianalisisi bahwa model implementasi pemberian hibah yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten oleh Biro Kesra kepada pondok pesantren perlu diatur secara rinci melalui juknis yang bisa diatur oleh kepala daerah, sehingga Biro Kesra sebagai OPD atau Unit Kerja memiliki pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan hibah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam memahami implementasi kebijakan hibah tersebut. Kondisi pegnaturan secara rinci dalam implementasi hibah kepada pondok pesantren tersebut dipadang perlu karena sejauh ini pengaturan mengenai pemberian dana hibah kepada pondok pesantren tidak secara rinci nomen klaturnya disebutkan Pondok Pesnatren, tetapi masuk pada kategori badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dengan kategori bidang keagamaan atau peribadatan dan pendidikan kegagamaan yang pelaksanaan hibahnya dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Provinsi Banten. Berikut ini bisa dilihat alur yang efektif dalam implementasi pemberian hibah dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 4.1 Alur Implementasi Pemberian Hibah yang Efektif

































Sumber:  Peneliti (2021) dan diadaptasi dari Pergub Provinsi Banten No 49 Tahun 2017
Model Alur Implementasi pemberian hibah yang efektif oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren dari hasil temuan penelitian di atas menekankan pada pentingnya memperhatikan dimensi “Relasi Sosial” dengan indikator di dalamnya adalah karakterisitk organisasi masyarakat (characteristics of community organizations), Ketauladanan kharismatik (charismatic exemplary), (informal communication), Kolaborasi Stakeholders Partisipatif (Participatory Stakeholders Collaboration). 
Relasi sosial bisa dilibatkan dalam mendukung implementasi kebijakan hibah sebagai pendamping partisipatif dalam melakukan verifikasi administratif pembuatan maupun pelaporan proposal bantuan hibah, melakukan survey lokasi pondok pesantren yang akan mendapatkan hibah, dan mengkaji kelayakan besaran uang yang akan diberikan kepada pondok pesantren yang akan mendapatkan hibah. Tugas Biro Kesra yang kekurangan dalam SDM untuk implementasi hibah tersebut dapat dibantu oleh tenaga pendamping tersebut yang didalmnya terdapat unsur Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) atau Tokoh Agama/Kiyai yang mewakili), Akademisi atau unsur perguruan tinggi, dan Masyarakat/LSM/Ormas). Payung hukumnya bisa dibuat melalui melelaui pengaturan Petunjuk Teknis Fungsi dan Peran Pendamping hibah pondok pesantren oleh Kepala Daerah atau Gubernur. Hal tersebut sebagai dasar Biro Kesra melakukan rekrutmen dan pemanfaatan pendamping sebagai tenaga SDM tambahan.
Temuan selanjutnya adalah untuk menyempurnakan validitas data pondok pesantren sebagai basis data perencanaan dan implementasi bantuan hibah, maka Kepala Daerah melalui Biro Kesra bisa melakukan kerjasama (MoU) kelembagaan dengan Kementrian Agama, Kemntrian Hukum dan HAM dan Kesbangpol. Selanjutnya, untuk menguatkan transparansi pengawasan bantuan hibah perlu juga dilakuikan kerjasama dengan pihak terkait seperti dengan Inspektorat, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari), Keplisian Daerah (Polda) dan Unsur Masyarakat (LSM/Ormas) /Media masa).
Dengan demikian model  implementasi kebijakan yang efektif bantuan hibah kepada Pondok Pesantren di Provinsi Banten, dapat dijelaskan bahwa, selain dari konsep teori model implementasi  kebijakan yang disebutkan oleh Goggin, et.al (1990). Teori tersebut harus memperhatikan tiga hal, yakni: 1. isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan. Selain dimensi tiga hal yang dikemukakan tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren oleh Provinsi Banten perlu memperhatian dan memasukan dimensi dan indikator lain, sesuai hasil temuan peneliti. Adapun temuan dimensi lain serta indikator lain yang didapatkan peneliti adalah “Relasi Sosial” dengan indikator di dalamnya adalah karakterisitk organisasi masyarakat (characteristics of community organizations), Ketauladanan kharismatik (charismatic exemplary), (informal communication), Kolaborasi Stakeholders Partisipatif (Participatory Stakeholders Collaboration). Berkut akan digambarkan alternatif model implementasi kebijakan hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada Pondok Pesantren.

5.	Kesimpulan
Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap kompetensi pegawai Dinas BMSDA Kota Bekasi, dilakukan penelitan tarhadap kompetensi pegawai melalui studi dokumentasi, asesmen dan LGD, observasi, dan wawancara, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  dan secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus tunggal. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.	Implementasi kebijakan berdasarakan “Isi Pesan” bahwa implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren sudah tersusun dengan baik. namub, pada indikator konsistensi kebijakan pengaturannya selalu berubah-ubah karena menyesuaikan degan pemerintah pusat. “Bentuk Pesan” implementasi kebijakan belum efektif, karena tidak ada perencanaan dan partisipasi masyarakat dan frekwensi pengulangan pesan tidak berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi. “Persepsi Mengenai Pemimpin/ Reputasi Komunikatornya” belum terimplementasikan dengan efektif. Kurangnya sumber daya manusia pada tenaga verifikator yang terbatas. Sumber daya finansial hibah yang disalurkan kepada 3.122 pondok pesantren masih kecil juka dibandingkan dengan jumlah pesantren yang terus bertambah. FSPP membantu proses administrasi pengajuan dan pelaporan pertangujawaban hibah. Legitimasi dan kredibelitas pemimpin dipandang positif, tetapi pada level birokrasi kebijakan kurang diterjemahkan secara baik.
2.	Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan hibah yaitu payung regulasi yang belum jelas memberikan kewenanganan pemberdayaan pondok pesantren kepada Pemerintah Daerah, validitas sumber data pondok pesantren masih lemah, lembaga penerima hibah masih multi tafsir, aplikasi e-hibah bansosbelum efektif, sumber daya manusia yang kurang pada tim verifikasi. Komunikasi informal Pemimpin Pemerintah Daerah mampuh diterjemahkan secara administratif oleh Biro Kesra. Untuk faktor pendukung atau pemicu yaitu adanya suplay data pondok pesantren dari EMIS Kemenag, animo masyarakat yang mengharapkan hibah, dukungan dari FSPP Provinsi Banten, sudah tersedianya aplikasi e-hibah bansos, dan Suport satkeholders pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
3.	Model implementasi kebijakan bantuan hibah yang efektif yaitu pentingnya memperhatikan dimensi “Relasi Sosial” seperti karakterisitk organisasi masyarakat (characteristics of community organizations), ketauladanan kharismatik (charismatic exemplary), (informal communication), kolaborasi stakeholders partisipatif (participatory stakeholders collaboration). Sehingga pemberian hibah dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat. Penekanan yang penting juga yaitu meletakkan komunikasi non formal sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian pesan kebijakan dipahami oleh penerima manfaat kebijakan (pondok pesantren).
4.	Temuan penelitian dari hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan konsepsi yang dikemukakan oleh Goggin, et.al (1990) yaitu: isi pesan, bentuk pesan, persepsi mengenai pimpinan. Kesemua dimensi dan indikator tersebut dapat dijumpai oleh peneliti dalam kajian penelitian ini. Akan tetapi, peneliti menemukan konsep baru yang ditemukan peneliti di lapangan, hal ini bisa mendorong agar implementasi kebijakan hibah oleh Biro Kesra Pemerintah Provinsi Banten kepada pondok pesantren terimplementasikan dengan baik. Temuan tersebut adalah “Relasi Sosial” dengan indikator di dalamnya adalah karakterisitk organisasi masyarakat (characteristics of community organizations), Ketauladanan kharismatik (charismatic exemplary), (informal communication), Kolaborasi Stakeholders Partisipatif (Participatory Stakeholders Collaboration).
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Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Pada Biro Kesra Setda Pemerintah Provinsi Banten Pada Pondok Pesantren :
1.	Isi Pesan dalam hal ini kurang optimalnya pemahaman para penerima manfaat kebijakan dari implementor bantuan hibah, indikator ini berkaitan dengan kejelasan kebijakan dan kredibelitas pesan sebagai solusi dan konsistensi kebijakan
2.	Bentuk pesan kebijakan dalam bantuan hibah kepada pondok pesantren kurang optimal dalam sosialisasi sehingga kurang partisipasi dari pimpinan ponpes.
3.	Persepsi mengenai pemimpin dalam kredibilitasnya masih diragukan oleh penerima manfaat kebijakan karena dianggap sebagai upaya balas jasa atas dukungan politik. Selain itu juga kualitas pengawasan dan verifikasi  data bantuan hibah belum sesaui dengan isi pesan kebijakan. Kurangnya SDM pengelola hibah yang profesional, hal iniberkaitan dengan lemhanya persepsi tentang pemimpin/reputasi komunikatornya.

OUTPUT :













Persepsi tentang pemimpin/Reputasi Komunikatornya




(the form of the policy message itself)


Kerjasama Transparasni Pengawasan Hibah dengan Inspektorat, BPK Provinsi Banten, KPK, Kejari, Polda dan Unsur Masyarakat (LSM/Ormas) /Media masa)

Pencantuman dalam Alokasi anggaran Hibah dalam KUA dan PPAPS






Verifikasi Dibantu Tenaga Pendamping Partisipatif (Bisa Diatur melelaui Petunjuk Teknis Fungsi dan Peran Pendamping) 
Dari unsur : FSPP (Tokoh Agama/Kiyai), Akademisi, dan Masyarakat/LSM/Ormas

Kerjasama Lemabaga untuk Validtas Data Pondok Pesantren (Data EMIS Kementrian Agama) atau Kerjasama Kesabngpol dan Kemenhumham untuk Validitas data Oramas/LSM dan Yayasan

Pengajuan Proposal Hibah oleh Badan, Lembaga dan Ormas

Gubernur
melalui Kepala SKPD/Unit Kerja (Biro Kesra)





3.	Mengkaji kelayakan besaran uang yang direkomendasikan

Biro Kesra Menyampaikan Rekomendasi Kepada Gubernur melalui TAPD

TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur

Untuk Pencairan Biro Kesra melakukan pengajuan Pencairan hibah kepada BPKAD selaku PPKD

Pelaporan dan Pertangungjawaban Hibah
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